
WALIKOTA PALEMBANG 

.PERATURAN WALil<.OTA PALEMBANG 

NOMOR fi3 T/\HUN 201.3 

TENTANG 

PERU-BAHAN K.EDUA ATAS PERATLJRAN WALIKOTA NOMOR 7 T/\HUN 2013 
TENTANG PERJALANAN DlNAS DALAM NEGERI UNOKUP PEMERINTAH 

KOTA PALEMBANG. 

DENOAN RAH?\i!AT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menirubang: a. bahwa guna efektifitas dan pener liban pelaksanaan 

Mengingat: 

perjalanan dinas dalEUTI ncgeri di pemerlntah Kota 
Palembang, maka perlu melak.ukan penyempumaan 
lerhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Perjalamm Dinas Dalam Negeri Lingkup 
Pe me,intah Kota Palembang; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
daJam huruf a, perlu menetapkan Pe:rub.ahan Kedua atas 
PeraLurau Walikoia Palembang Lentang Pe.rubahan ataa 
Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun ?,0 I 3 
tentang Perjalanan D inas .Dalam Negeri Lingkup 
Pemerintah I<ota Palembang; 

1. Undang - Undang No 28 Tahun 1959 ten tang Pembentukan 
Daerah Tingkat Tl dan Rotapraja di Sumatera Selata.t, 
(L~mbaran Republi k Indonesia. Tahun l959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik ln'donesia. Nomor 
1821 i; 

2. Undang - Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Ptlrbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor S, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor :}455); 

3. Undang - Undang Nomor 32 TaJ,un 2004 ten!.:aag 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaJ-a 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teJah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang - lJndang Nomor 12 
Tahun 2008 tenrang Perubahan atas Undang - Undang 
Nomor 32 Tahun 2·0011 teatang Pernerintahan naerah 
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi;1 Nomor 
4844); 

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang 
f'c.rimbangan Kcuangan J\otn.rn Pemerint,;th Pusat d.ao 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republi k Indonesia 
Ta.bun 2004 Nomor 126, Ta,mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 4844 ); 



Mt:Ilt:lapkan: 

5 . Undang - Undang Nomor l2 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Perarurnn peruudang_ - undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Te.hun 2011 Nomor 82, 
1'ambahan Lembaran Negara, Republik ludonesia Nomor 
5234): 

6 . P~raturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Keducluka:n Keuangan Kcpala Daerah dan Wnkil Kepala 
Dacrah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembina.an clan Pcngawasan Alas Penyclenggaraan 
Pemerint.ah Daerab (Len1baran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

8. -Peraturan Pemerintah Nomor 58 1'ahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuang~ Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambah.an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemcrintab Nomor 37 Tahun 2006 tcnt:ang 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahu.n 
2006 tentang Perubalian Kedua Ata.s Peraruran Pemorintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tcntang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Aoggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lemba.i:an Negara, Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 90); 

10. Peraturan Pemerintah Nonior 38 'l'alnm 2007 tentang 
Pembagian Uru$8n PemerintaJum ant.era Pemerinta.h. 
Pemerintahan Daerah P1-ovln$i dan Pemeri.nt.ahan Dacrab 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republi.k lndonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Rcpublik lndonesi.a Nomor 4737); 

11. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pe.ngelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah te.rakhir kalinya dengan 
Peratumn Me:nteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturao Menteri l<eua,ngan 'Republik Indonesia Nomor 
113/PMK.05 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeti Bagi Pejabal Negara, Pegawai Negeri , dan Pegawai 
Tidal< Tetap; 

13. Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan M~nieri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 371'ahun 2012 tcntan~ Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapata11 Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

14. Peraturan Daer-ah Kota Palembang Nomor 2 T~hun 2007 
tentang Pokok - pok-0k Pcngelo!a.an Keuangan Daerah 
(Lembaran Daernh Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2); 

15. Pe.raruran Daerafi Kota Palembang Nomor 6 Tohun 2008 
tentang Urusa:n Pemerintahan Kota Palembang (Lemba1s1n 
Daerah Kota Palemba11g Tahun 2008 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

PERUOAIIAN KEDUA /\TAS PP.RA'l'URAN WALIKOTA 
PALEMBANG Tf,;NTANG PERJALANAN DfNAS DALAM NEGERI 
LTNOKUP PEMERlNTAH KOTA P/\1.,EMBANG 



Pasal I 

Bcberapa kettmtuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 
2013 ten tang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,ingkup Pcmerintah l<ota 
Palembang sebagaiamana telah diubah dcngan Peraturan Walikota Nomor 12 
Tahun 2013 Tentang Perubahan alas Peraturan Walikota Palemhang Noruor 7 
Tahun 2013 tenti;tng Perjalauan Dinas Dalom Negeri Lingkup Pemerintah Kota 
Palembang, dl1,1bah s_ebagai bc1ikut: 

1. l<etenruan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 
lierbunyi sebagai berikul: 

Pasal 14 

(l) Pelaksana SPD harus mengajukan ijin guna persctujuan pelaksan<1an 
perjalanan dinas. 

(2) Pemberian persetujuan pelaksanaan pc1jaJanan dinas sebagaim-?..na 
climaksud pada ayat (1 ), dialUr dengan ketentuan sel:><'lgai berikm: 
a . Unluk setiap pelaksanaa.11 kcgiatan perjalanan ilinas dalam negeri 

wajib menda_pat persetujuan dari Walikota/Sekrelaris Daerah. 
dikecual.i.kan untuk perjaJanan dinas yang dilaksanakan olel1 
OPRD. 

b. Pelaksana SPD bail< secara perorangan maupun secara bersaroa­
sama mengajukan pernmhonan izin pelaksanaan perjalanan dinas 
kcpa.da Wa,li.kota melalui Sekrelaris Daerah. Pormat usulan 
perjalanan dinas sebagaimru,a tcrcamum de.lam lampiran Xll yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan uari Peratunm Walikola ini. 

c. Walikota/Wakil Walikota memberikan perset:ujuan pelaksauaan 
perjalanan dlnas kepada pelaksana SPD dengan jabatan eselon 
IT/yang disetarakan clan kepala· SKPD, dikec-ualikan \tntuk 
Sekl'etans DPRD. 

d. Pimpinan DPRD memberikan -persetujuan pelaksanaan petjalanan 
dinas kepada anggota DPRD clan Sekretaris DPRD. 

(~) Pal.am hal pelaksanr1.a.i:l pe1jalanan dir1-as harus segen1 dilaksanakan. 
maka Sckda dapat memberikan persetujuan pelaksanaau pcrjalanan 
dinas uruuk pelaksana SPD scbagaima:nn dimaksud pada ayat (2) 
huruf c. 

2. Ketentuan Pasal 21 ayat 2 (dua) diubah. sehingga Pasa.l 2 I herbunyi 
sel>agai berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 21 

Pelaksana SPD mempcrtanggungjawabkai.1 pclaksanaan Perjalanan 
Dinas clalam negeri kepada Pemberi rugas dan biaya perjalanan dinas 
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas 
dilal-sanakan. 
Pertanggungjawaban biaya Pe1jalanan Dinas seliagaimana <limaksud 
pada ayat ( ll de.ngau melampirkan dokumcn berupa : 
a. Surat Tuga!l yang sah dari atasan Pelaksana SPD: 
b. SPD yang telab ditandataUgani oleh Pej~bat dit~m~at pelaksa~aan 

Perjalanan Dh,as atau pihak terkalt yang menJad1 tempal tu.JU811 

Perjalanan Dinas; 
c. Tiket pesawal, boarding pass. airport ta" / retribu.si, dan/atau 

bukti pembayan:,n modo. transportasi !a.innya; do.n 
d . Bukti pembayaran yang sab unlll'k pengeluaran riil, yang 

clikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di biciang jasa 
penyewaan kendaraan dan/alau jase. hotel/ penginapan. 



e. Laporan tertulis tentang pelaksanaan perjalanan dinas, dalam hal 
pelaksanaan perjalannn dinas untuk menghadiri sosialisasi, 
seminar, bimbingan teknis, pcndidikan dan pelatihan, ma.kn 
pelaksana SPD agar menginformasil<an dan/atau 
mensosialisasfkan hasil yang diperoleh sesuai dengan tingkat 
kepentingan mated, sek:urang-kurangnya pada lingkup unit kerja 
yang bersangkutan. 

(3J Dalarn ha! bukti pengeluaran transportasi daa/atau penginapan 
sebagaimana dimaksud pada ayaL (2) huruf c dan d tidak diperoleh, 
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerab dapat 
menggunakan daftar pengeluaran rill sebagaimana tercantum dalam 
Lampirnn lX yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

(4) KPA melakukan perhitung,w rampung seluruh bukti pcngeluaran 
biaya Perjalanan Dinas dan disa.mpaikao kepada Bendahara 
Pengeluaran. 

(5) KPA mengesahkan hukti pcngeluaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai 
pertanggungjawaban UP clan bukti pengesahan SPM/SP20 LS 
Perjalanan Oinas. 

3. l.a.mpiran 11, Lampiran m dan Lampiran V pada Pcratlll'8.1\ Walikota Nomor 
7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalain Negeri Lingkup Pemerintah 
Kota Palembang dicabut d.an clinyatakan tidak berlaku. 

Pasa.l Il 

Peraturan ini malai betlaku pada t.anggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan Pemtu.ran 
ini, dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kot». Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal ~brr ~~ 

ROMI HER'l'ON 



NO URAIAN SAT~AN 

I luar Provlnsl 

l. Wllayah lnJonesla Barat (OH) 
2. Wllayah Indonesia TMS!lh (OHi 
3, Wllayah Indonesia Timur (OH) 

II Dalam Prolllnsl (OH) 

P£Rl(IRAAN BIAVA SEWA KENDARAAN 

NO URAIAN 

1. PulauJawa 

2. L\JWr Plllau Jawa 

D!u~dft!)v~•n d Pa/,,mbang 
OOdf t11r1111•I U- 10 • .Cl!, 

11:J~'iTff!VJ.DAEAAli ~OTA PA!.ai8MIG, 

SATUAN 

(OH) 

(011) 

IAMPIRANV.A 

PERA'rURAN WALlkOTA PALEM!1/ING 

NOMOA SJTAfl UN 21na 

TENTANG 

PS~U9il~AN ATA$ PERATURi\N w.;UroTP, PALEMBMIG 

IVOMOR 7 Ti,flVN 2018TENTANG PERJALANAN OINAS 

l)A_IAM NEGEIII UNG~UP P€MEfllNTAII KOTA PALEMBANG 

SATUAN BIAVA PENGINAPAN PE.RJAI.ANAN OINAS j(ELUAR OAERAH 
(d,"•m l\lpJohJ ' 

Wailkota da/l Wakll 
TINGKATA TfNGKATP, TINGKATC TINGKATO TINGKATE 

Scl<!etarls 00C1'11h i:SelM I I E$cltin lfl / Eselon IV/. Golongan I 
Wallkotl 

Goions:in IV Golongnn fll dnn Golon9an II 

4.400.000 1.800.0CO 1.500.000 1.200.000 1.000.000 800.000 

4,000.000 1.500.0CO 1.200.000 900.000 800.000 600.00P 
3.600.000 1..200.000 1.000.000 700.000 600.000 ~00.000 

1.000.000 900.000 700.000 soo.ooo 400.000 300.000 

(dal~111 ruplohl 

Blay~ Sewa 

1.250,000 

1.s00.000 

...... , 
' 


